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MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 /KMA

/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/

KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan
Informasi Publik di Pengadilan;

. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2021 tentang Pedoman

1. SLTA/Sederajat
2. D3
3. S1




Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Pengadilan
Agama;

10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya,;

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi;

KETERKAITAN

ALAT/KELENGKAPAN

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

2. SOP Pengujian Konsekuensi

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan

kelengkapannya

PERINGATAN

CATATAN/DATA

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan

informasi tidak berjalan efektif

Dokumen Datar Informasi
Publik










Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PPID Atasan | Kelen Ket
g Output
l::l:: PPID kapan Waktu utpu
1. |Menyusun maklumat pelayanan Standar | 5 menit | Konsep Maklumat
yang merupakan pernyataan pelaya Pelayanan
kesanggupan penyelenggara dalam ( )_, nan infor Informasi Publik
melaksanakan pelayanan sesuai masi
dengan ketentuan standar publik
pelayanan yang baik
2. [Menetapkan Maklumat Pelayanan Doku | 5 menit Maklumat
Informasi Publik men Pelayanan
Infor Informasi Publik
masi
Publik
3. [Mengumumkan dan ! Daftar | 5 menit Pengumuman
menyebarluaskan maklumat ( Infor Maklumat
pelayanan informasi publik masi Pelayanan Publik
Publik

Waktu yang diperlukan : 15 menit




